PERUBAHAN POHON KINERJA DINAS KEHUTANAN
TAHUN 2019-2024

Mewujudkan pembangunan daerah yang
berkelanjutan untuk kesejahteraan

Misi 6:

bersama

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

|

Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IK.TUJ: Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

l

Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)

I

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

{

Meningkatnya akses legal kepada
masyarakat dalam pengelolaan
hutan melalui perhutanan sosial

PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI BIDANG KEHUTANAN

IK: Persentase peningkatan akses
legal kepada masyarakat dalam
pengelolaan hutan melalui
perhutanan sosial

|

]

Meningkatnya Luas Tutupan Lahan

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

IK: Luas Tutupan Lahan

!

Meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS)

IK: Persentase rencana pengelolaan DAS
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi

DAS

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor
lahan

IK.TUJ: Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah
kaca sektor lahan

l

Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor
Kehutanan

I

Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca
sektor kehutanan

[

Meningkatnya luas areal yang telah dipulihkan

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

IK: Luas areal yang telah dipulihkan

Kelompok Tani Hutan

KEG: Pelaksanaan Penyuluhan
Kehutanan Provinsi dan
Pemberdayaan Masyarakat di

IK: Persentase Kelompok Tani
Hutan yang diberdayakan

dokumen penataan hutan
wilayah KPH

KEG: Pengelolaan Rencana Tata Hutan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kewenangan Provinsi

IK: Jumlah dokumen penataan hutan

wilayah KPH

Meningkatnya dokumen rencana
pengelolaan hutan yang disahkan

KEG: Rencana Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)

IK: Persentase dokumen rencana
pengelolaan hutan yang disahkan

Menil luas area hutan

KEG: Pemanfaatan Hutan di Kawasan
Hutan Produksi dan Hutan Lindung

IK: Persentase peningkatan luas
pemanfaatan hutan

luas lahan kritis yang
direhabilitasi

KEG: f ilitasi di

Penurunan Persentase kerusakan hutan
pertahun (deforestrasi)

Luar Kawasan Hutan Negara

IK: Luas lahan kritis yang direhabilitasi

KEG: F f Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

IK: Luas hutan yang rusak

Meningkatnya produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu

KEG: Pelaksanaan Pengolahan Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK)

IK: Persentase kenaikan produksi Hasil
Hutan bukan Kayu

Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu

KEG: Pelaksanaan Pengolahan Hasil
Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi
<6000 m3/Tahun

IK: Jumlah Produksi hasil hutan kayu

Meningkatnya pengelolaan KHDTK

KEG: Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk
Kepentingan Religi

IK: jumlah dokumen Pengelolaan KHDTK
untuk Kepentingan Religi

Meningkatnya jumlah Pembinaan
pengawasan dan pengendalian pelaku
usaha perbenihan tanaman Hutan

KEG: Perbenihan Tanaman Hutan

lintas daerah kablkota dalam daerah kablkota
dalam 1 daerah Provinsi

KEG: Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

IK: Jumlah Pembinaan dan
pengendalian pelaku usaha perbenihan
tanaman Hutan

IK: Persenta: DAS
lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota
dalam 1 daerah Provinsi

Luas areal yang telah
dipulihkan baik dengan mekanisme
alam, rehabilitasi maupun restorasi

KEG: Pengelolaan Taman Hutan Raya
(TAHURA) Provinsi

IK: Luas areal yang telah dipulihkan
baik dengan mekanisme alam,
rehabilitasi maupun restorasi

Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan
satwa liar

KEG: Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang
Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran
(Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi

IK: Jumlah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa
liar

Terlaksananya Pengelolaan Kawasan
Bernilai Ekosistem Penting, Daerah
Penyangga Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

KEG: Pengelolaan Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting, Daerah Penyangga
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

IK: jumlah kegiatan pengelolaanKawasan
bernilai ekosistem penting, Daerah
Penyangga Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola
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1.SUB  Peningkatan Kapasitas dan 1.SUB  Penyusunan Rancang Bangun ||!.SUB Penyusunan Rencana 1.SUB  Penyediaan Data dan Informasi 1.SUB  Penyusunan Rencana 1. SUE Pencegahan dan Pembatasan 1.SUB Pengolahan Bahan Baku 1.SUB  Rencana Pengolahan Hasil 1.SUB  Penetapan Rencana Pengelolaan 1. SUB KE! Penetapan Pengadaan 1.SUB Penyusunan  dan  Penetapan 1. SUB KE Pencegahan, 1. SUB KE Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan (|1. SUB KEG Perencanaan Pemanfaatan
= Kompetensi Penyuluh = Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Kesatuan = Wilayah Usaha di Kawasan Hutan = TahunaN Rehabilitasi = Kerusakan Hutan ES Hasil Hutan Bukan KES Hutan Kayu dengan Kapasitas KES Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Benih dan Pengedar Benih KES Rencana Penanggulangan dan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Ekosistem Karst
Kehutanan dan SDM Bidang Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan Produksi Lahan (RTnRL) Kayu Hayati Produksi <6000 m3/Tahun Kawasan Hutan dan/atau Bibit Terdaftar Pengelolaan DAS Pembatasan dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran
Kehutanan Kerusakan Kawasan CITES
TAHURA
2.SUB Penguatan dan 2.SUB  Pembagian Blok/Petak 2.SUB  Penyediaan Data dan Informasi 2.SUB  Pembangunan Hutan Rakyat ([2SUB  Pencegahan dan Pembatasan |[2SUB  Fasilitasi Pemenuhan 2.SUB  Pembinaan dan P 2.5UB P dan P 2.SUB  Sertifikasi Sumber Benih 2.SUB  Optimalisasi Fungsi dan Daya 2.SUB  Pengamanan Kawasan 2.5UB Pengendalian Kerusakan
== Pendampingan == Pengelolaan Hutan Kesatuan == Wilayah Usaha di Kawasan Hutan “EG: i Luar Kawasan Hutan ©: Kerusakan Kawasan Hutan £e: Komitmen Penerbitan Izin KEG: Pengolahan Hasil Hutan Kayu KEG: Pengelolaan KHDTK untuk Tempat KEG: KEG: Dukung Wilayah KEG: TAHURA Provinsi KEG: dan Pemeliharaan
Kelembagaan Kelompok Pengelolaan Hutan Lindung Negara Usaha Industri Primer Hasil dengan Kapasitas Produksi Ibadah dan Wisata Rohani DAS Ekosistem Karst
3.SUB Penyiapan dan 3.SUB  Penyediaan dan Pemeliharaan 3.SUB  Pelayanan Perizinan 3.SUB  Pembangunan Hutan Kota di [[3.SUB  F daNF 3.SUB | i Hasil Hutan | [3-SUB  Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 3.SUB  Sertifikasi Mutu Benih 3.SUB  Penerapan Teknik Konservasi Tanah 3.SUB  Pengawetan Tumbuhan, 3.5UB Perencanaan Pemanfaatan
s Pengembangan Perhutanan %6 Sarana Prasarana s Usaha/Kerjasama Melalui Sistem K6 Luar Kawasan Hutan Negara s Kerusakan Hasil Hutan e Bukan Kayu dengan tidak e Izin Usaha Industri Primer Hasil KEG: e dan Air di KEG: Satwa, serta Habitat KEG: Ekosistem Lahan
Sosial Operasionalisasi KPH Pelayanan Perizinan Berusaha Mengurangi Fungsi Pokoknya Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Wilayah DAS TAHURA Provinsi Basah
Terintegrasi Secara Elektronik, di Kapasitas Produksi <6000 m3
Kawasan Hutan Produksi dan [Ta melalui Sistem Pelayanan
Hutan Lindung pada Blok Perizinan Berusaha Terintegrasi
Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah secara Elektronik
Perum Perhutani
4.SUB  Koordinasi dan Sinkronisasi 4.SUB  Koordinasi dan Sinkronisasi 4.SUB  Pembangunan Penghijauan  [[4.SUB  Koordinasi, Sinkronisasi dan 4.SUB  Pengawasan Perizinan 4.SUB  Sertifikasi Mutu Bibit 4.SUB Pemberdayaan Masyarakat 4.SUB  Pengawetan Koridor 4. SUB Pengendalian  Kerusakan
= Usulan Perubahan Fungsi dan = Pengendalian Izin Usaha atau = Lingkungan di Luar Kawasan = Pelaksanaan Perlindungan KES Pengolahan Hasil Hutan KEG: KEG: dalam Kegiatan Pengelolaan DAS KEG: Hidupan Liar KEG: dan Pemeliharaan
Peruntukan Hutan Kerjasama Pemanfaatan di Hutan Negara Hutan Bukan Kayu Ekosistem Lahan Basah
Kawasan Hutan Produksi
5.SUB  Koordinasi dan Sinkronisasi 5.SUB  Penerapan Teknik Konservasi |[5 SUB  Koordinasi, Sinkronisasi dan 5.SUB  Pengawasan Peredaran 5.SUB Pengembangan Kelembagaan 5.SUB  Pemulihan Ekosistem atau 5.SUB Penguatan Kapasitas dan
= Pengendalian Izin Usaha atau = Tanah dan Air Hutan dan = PelaksanaanPencegahan/Penan KEG: Benih dan/atau Bibit KEG:  Pengelolaan DAS KEG: Penutupan Kawasan sesuai KEG: Pemberdayaan Masyarakat
Kerjasama Pemanfaatan di Lahan ggulangan Kebakaran Hutan dan Rencana Pengelolaan di Kawasan Bernilai
Kawasan Hutan Lindung Lahan TAHURA Provinsi Ekosistem Penting
Kewenangan Daerah
Provinsi
6.SUB  Penilaian Rencana F di | |6:SUB Perbenihan 6.SUB  Pembangunan Sumber 6.SUB Peningkatan  Koordinasi ~ dan 6. SUB KE Pemanfaatan Jasa 6. SUB Pengelolaan Daerah
G Kawasan Hutan Produksi E6 untuk Rehabiltasi KEG: Benih Sinkronisasi Lingkungan TAHURA KEG: Penyangga di Kawasan
Lahan Pengelolaan DAS Provinsi Bernilai Ekosistem Penting
Kewenangan Daerah
7.SUB  Penilaian Rencana P di | |7.suB Teknologi 7. SUB KE Kerja Sama
KEC: Kawasan Hutan Lindung = Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyelenggaraaan TAHURA
Provinsi
8.SUB  Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan 8.SUB  Pembinaan dan/atau 8. SUB KE Penguatan  Kapasitas
G giKPH s Pengawasan dalam rangka dan  Pemberdayaan
Pengembangan Rehabilitasi Masyarakat di sekitar
Lahan TAHURA Provinsi
9.SUB  Pengembangan Pemanfaatan Hasil | |9-SUB  Rehabilitasi Mangrove di luar 9. SUB KE Pengelolaan Daerah
KEC: Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan = kawasan hutan Penyangga TAHURA
Provinsi

Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

10. SUB K Penyusunan Rencana
Pengelolaan dan Penataan
Blok TAHURA

11. SUB K Perencanaan Pengelolaan
TAHURA




